KONSUMSI DAN
PRODUKSI YANG
BERTANGGUNG
JAWAB

TUJUAN 12

MENJAMIN POLA PRODUKSI DAN KONSUMSI YANG BERKELANJUTAN

TARGET INDIKATOR KETERANGAN
12.1 Melaksanakan the 10-Year 12.1.1% Jumlah kolaborasi tematik | Indikator nasional
Framework of Programmes on Sustainable quickwins program. yang sesuai
Consumption and Production Patterns, dengan
dengan semua negara mengambil indikator global
tindakan, dipimpin negara maju, dengan (ada di dalam
mempertimbangkan pembangunan dan lampiran
kapasitas negara berkembang. perpres).
12.2 Pada tahun 2030, mencapai 12.2.1 Jejak material (material Indikator global
pengelolaan berkelanjutan dan footprint). yang akan
pemanfaatan sumber daya alam secara dikembangkan.
efisien. 12.2.2 Konsumsi material Indikator global
domestik (domestic yang akan
material consumption). dikembangkan.
12.3 Pada tahun 2030, mengurangi hingga | 12.3.1 Indeks kehilangan Indikator global
setengahnya limbah pangan per kapita makanan global. yang akan
global di tingkat ritel dan konsumen dan dikembangkan.
mengurangi kehilangan makanan
sepanjang rantai produksi dan pasokan
termasuk kehilangan saat pasca panen.
12.4 Pada tahun 2020 mencapai 12.4.1 Jumlah pihak untuk Indikator global
pengelolaan bahan kimia dan semua jenis kesepakatan lingkungan yang memiliki
limbah yang ramah lingkungan, di multilateral internasional proksi dan akan
sepanjang siklus hidupnya, sesuai tentang bahan kimia dan dikembangkan.
kerangka kerja internasional yang limbah berbahaya untuk
disepakati dan secara signifikan memenuhi komitmen dan
mengurangi pencemaran bahan kimia dan kewajiban mereka dalam
limbah tersebut ke udara, air, dan tanah transmisi informasi yang
untuk meminimalkan dampak buruk diperlukan oleh masing-
terhadap kesehatan manusia dan masing.
lingkungan. 12.4.1.(a) | Jumlah peserta Proper Indikator nasional
yang mencapai minimal sebagai proksi
ranking Biru. indikator global
(tidak ada di
dalam lampiran
perpres).
12.4.2 Timbulan limbah Indikator global

berbahaya per kapita,

yang memiliki




TARGET

INDIKATOR
proporsi limbah
berbahaya yang terkelola
menurut jenis

KETERANGAN
proksi dan akan
dikembangkan.

penanganannya.
12.4.2.(a) | Jumlah limbah B3 yang Indikator nasional
terkelola dan proporsi sebagai proksi
limbah B3 yang diolah indikator global
sesuai peraturan (ada di dalam
perundangan (sektor lampiran
industri). perpres).
12.5 Pada tahun 2030, secara substansial 12.5.1 Tingkat daur ulang Indikator global
mengurangi produksi limbah melalui Nasional, ton bahan daur yang memiliki
pencegahan, pengurangan, daur ulang, ulang. proksi dan akan
dan penggunaan kembali. dikembangkan.
12.5.1.(@) | Jumlah timbulan sampah Indikator nasional
yang didaur ulang. sebagai proksi
indikator global
(ada di dalam
lampiran
perpres).
12.6 Mendorong perusahaan, terutama 12.6.1 Jumlah perusahaan yang Indikator global
perusahaan besar dan transnasional, untuk mempublikasi laporan yang memiliki
mengadopsi praktek-praktek keberlanjutannya. proksi dan akan
berkelanjutan dan mengintegrasikan dikembangkan.
informasi keberlanjutan dalam siklus 12.6.1.(a) | Jumlah perusahaan yang Indikator nasional
pelaporan mereka. menerapkan sertifikasi sebagai proksi
SNI ISO 14001. indikator global
(ada di dalam
lampiran
perpres).
12.7 Mempromosikan praktek pengadaan | 12.7.1 Jumlah negara yang Indikator global
publik yang berkelanjutan, sesuai dengan menerapkan kebijakan yang memiliki
kebijakan dan prioritas nasional. pengadaan publik dan proksi dan akan
rencana aksi yang dikembangkan.
berkelanjutan.
12.7.1.(a) | Jumlah produk ramah Indikator nasional
lingkungan yang sebagai proksi
teregister. indikator global
(ada di dalam
lampiran
perpres).
12.8 Pada tahun 2030, menjamin bahwa 12.8.1 Sejauh mana (i) Indikator global

masyarakat di mana pun memiliki
informasi yang relevan dan kesadaran
terhadap pembangunan berkelanjutan
dan gaya hidup yang selaras dengan
alam.

pendidikan
kewarganegaraan global
dan (ii) pendidikan untuk
pembangunan
berkelanjutan (termasuk
pendidikan perubahan

yang memiliki
proksi dan akan
dikembangkan.




TARGET

INDIKATOR
iklim) diarusutamakan
dalam (a) kebijakan
pendidikan nasional (b)
kurikulum (c) pendidikan
guru dan (d) penilaian
siswa.

KETERANGAN

12.8.1.(a) | Jumlah fasilitas publik Indikator nasional
yang menerapkan Standar | sebagai proksi
Pelayanan Masyarakat indikator global
(SPM) dan teregister. (tidak ada di
dalam lampiran
perpres).
12.a Mendukungan negara-negara 12.a.1 Jumlah dukungan negara- | Indikator global
berkembang untuk memperkuat kapasitas negara berkembang pada | yang akan
ilmu pengetahuan dan teknologi mereka riset dan pengembangan | dikembangkan.
untuk bergerak ke arah pola konsumsi (R&D) untuk konsumsi dan
dan produksi yang lebih berkelanjutan. produksi berkelanjutan
(SCP) dan teknologi
ramah lingkungan.
12.b Mengembangkan dan menerapkan 12.b.1 Jumlah strategi atau Indikator global
perangkat untuk memantau dampak kebijakan pariwisata yang akan
pembangunan berkelanjutan terhadap berkelanjutan dan dikembangkan.
pariwisata berkelanjutan yang pelaksanaan rencana aksi,
menciptakan lapangan kerja dan dengan perangkat
mempromosikan budaya dan produk monitoring dan evaluasi
lokal. yang disepakati.
12.c Merasionalisasi subsidi bahan bakar | 12.c.1 Jumlah subsidi bahan Indikator global
fosil tidak efisien yang mendorong bakar fosil per unit GDP yang akan
pemborosan konsumsi dengan (produksi dan konsumsi) dikembangkan.

menghilangkan distorsi pasar, sesuai
dengan keadaan nasional, termasuk
dengan restrukturisasi pajak dan
penghapusan secara bertahap jika ada
subsidi berbahaya, yang dicerminkan
oleh dampak lingkungannya, dengan
sepenuhnya memperhitungkan kebutuhan
dan kondisi khusus negara-negara
berkembang dan meminimalkan dampak
negatif yang bisa terjadi pada
pembangunannya dengan cara yang
melindungi rakyat miskin dan masyarakat
yang terkena dampak.

sebagai proporsi dari total
belanja nasional pada
bahan bakar fosil.




KONSUMSIDAN
PRODUKSI YANG
BERTANGGUNG
JAWAB

TARGET 12.1

TUJUAN 12

MENJAMIN POLA PRODUKSI DAN KONSUMSI YANG BERKELANJUTAN

Melaksanakan the 10-Year Framework of Programmes on Sustainable Consumption and Production Patterns,
dengan semua negara mengambil tindakan, dipimpin negara maju, dengan mempertimbangkan
pembangunan dan kapasitas negara berkembang.

INDIKATOR 12.1.1*

Jumlah kolaborasi tematik
quickwins program.

KONSEP DAN DEFINISI

Kolaborasi tematik quickwins program adalah dokumen rencana aksi
berbagai pihak dalam mendukung keberhasilan prinsip
keberkelanjutan pada sektor/tema tertentu, yang meliputi perilaku
ramah lingkungan, minimum waste, pemanfaatan sesuai daya dukung
fisik dan memperhatikan keseimbangan ekologis.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama berbagai
pihak terkait telah mengembangkan berbagai kolaborasi tematik,
antara lain: (1) ekolabel dan pengadaan publik hijau (ecolabel and
green public procurement), (2) industri hijau (green industry), (3)
bangunan ramah lingkungan (green building), (4) pariwisata ramah
lingkungan (green tourism), dan (5) pengelolaan limbah dan sampah
(waste management).

METODE PERHITUNGAN

Cara Perhitungan:

Indikator telah tercapai melalui tersedianya dokumen kolaborasi
tematik quickwins program yang telah disahkan saat dilakukan
pengumpulan data, menjadi indikasi adanya pengarusutamaan dan
implementasi rencana aksi produksi dan konsumsi yang berkelanjutan
di tingkat nasional pada tahun berjalan.

Rumus: -

MANFAAT

Dokumen ini menunjukkan adanya kebijakan dan strategi, serta
rencana aksi yang melibatkan berbagai pihak untuk meningkatkan
kualitas kehidupan dalam berbagai sektor guna mendukung
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TARGET 12.4

pencapaian pembangunan berkelanjutan, terutama dalam mendukung
terciptanya pola konsumsi dan produksi berkelanjutan dalam
berbagai sektor pembangunan.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Kementerian/Lembaga (K/L): Dokumen Kolaborasi Tematik Produksi
dan Konsumsi yang Berkelanjutan.

DISAGREGASI

1. Wilayah administrasi: nasional;
2. Tema quickwin program.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di
sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan
mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan
dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.

INDIKATOR
12.4.1.(a)

Jumlah peserta Proper
yang mencapai minimal
ranking Biru.

KONSEP DAN DEFINISI

Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper) dalam
Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah program penilaian terhadap
upaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam
mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
serta pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (Permen LH
No. 6 tahun 2006 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja
Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup).

Proper diberikan dalam bentuk peringkat kinerja yang terdiri atas
hitam, merah, biru, hijau dan emas, dengan penjelasan sebagai
berikut:

a. Peringkat Hitam diberikan kepada penanggung jawab usaha
dan/atau kegiatan yang sengaja melakukan perbuatan atau
melakukan kelalaian yang mengakibatkan pencemaran dan/atau
kerusakan lingkungan serta pelanggaran terhadap peraturan

[é2]



perundang-undangan atau tidak melaksanakan  sanksi
administrasi;

Peringkat Merah diberikan kepada penanggung jawab usaha
dan/atau kegiatan yang upaya pengelolaan lingkungan hidup
dilakukannya tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana
diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Peringkat Biru diberikan kepada penanggung jawab usaha
dan/atau kegiatan yang telah melakukan upaya pengelolaan
lingkungan sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam
peraturan perundang-undangan;

Peringkat Hijau diberikan kepada penanggung jawab usaha
dan/atau kegiatan yang telah melakukan pengelolaan lingkungan
lebih dari yang dipersyaratkan dalam peraturan (beyond
compliance) melalui pelaksanaan sistem manajemen lingkungan,
pemanfaatan sumberdaya secara efisien dan melakukan upaya
pemberdayaan masyarakat dengan baik;

Peringkat Emas diberikan kepada penanggung jawab usaha
dan/atau kegiatan yang telah secara konsisten menunjukkan
keunggulan lingkungan (environmental excellency) dalam proses
produksi dan/atau jasa, melaksanakan bisnis yang beretika dan
bertanggung jawab terhadap masyarakat.

Jumlah peserta Proper minimal rangking Biru adalah banyaknya
peserta Proper rangking Biru ditambah dengan banyaknya peserta
Proper rangking Hijau ditambah dengan banyaknya peserta Proper
rangking Emas yang dinyatakan dengan satuan perusahaan

METODE PERHITUNGAN

Cara Perhitungan:

Banyaknya peserta Proper rangking Biru ditambah dengan banyaknya
peserta Proper rangking Hijau ditambah dengan banyaknya peserta
Proper rangking Emas yang dinyatakan dengan satuan perusahaan.

Rumus:

JPMB = PPB + PPH + PPE

Keterangan:

JPMB = Jumlah peserta Proper minimal rangking Biru

PPB

Banyaknya peserta Proper rangking Biru

PPH = Banyaknya peserta Proper rangking Hijau
PPE = Banyaknya peserta Proper rangking Emas
MANFAAT




INDIKATOR
12.4.2.(a)

Jumlah limbah B3 yang
terkelola dan proporsi
limbah B3 yang diolah
sesuai peraturan
perundangan (sektor
industri).

Memantau dan mendorong perusahaan meningkatkan pengelolaan
lingkungan hidup melalui instrumen informasi (insentif dan disinsentif
reputasi serta produksi bersih).

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Laporan Tahunan
Proper.

DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional, provinsi, kabupaten/kota.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

KONSEP DAN DEFINISI

Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah zat, energi dan/atau
komponen lain karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik
secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan
dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan
lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan
mahluk lain (Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun).

Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang
mengandung B3 (Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014).

Jumlah limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) yang terkelola
sesuai peraturan perundangan adalah jumlah seluruh timbulan limbah
B3 dari berbagai kegiatan industri yang dikelola selama tahun
berjalan.

Jumlah limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan adalah
jumlah timbulan limbah B3 yang dikurangi dan/atau dihilangkan sifat
bahaya dan/atau sifat racunnya menurut jenis pengolahan tertentu
sesuai dengan peraturan perundangan.

METODE PERHITUNGAN

Cara Perhitungan Jumlah Timbulan Limbah B3:



Jumlah timbulan limbah B3 yang dikelola adalah banyaknya timbulan
limbah B3 dari sektor industri manufaktur yang dikelola ditambah
dengan banyaknya timbulan limbah B3 dari sektor agroindustri yang
dikelola ditambah dengan timbulan limbah B3 dari sektor
pertambangan, energi dan migas yang dikelola ditambah dengan
banyaknya timbulan limbah B3 dari sektor prasarana jasa yang
dikelola yang dinyatakan dengan satuan ton.

Rumus:

JLB3 = LB3y + LB3, + LB3; + LB3,

Keterangan:

JLB3 = Jumlah timbulan limbah B3 yang dikelola

LB3y = Banyaknya timbulan limbah B3 dari sektor industri
manufaktur yang dikelola

LB3z = Banyaknya timbulan limbah B3 dari sektor agroindustri yang
dikelola

LB3r = Banyaknya timbulan limbah B3 dari sektor pertambangan,
energi dan migas yang dikelola

LB3p = Banyaknya timbulan limbah B3 dari sektor prasarana jasa
yang dikelola

Cara Perhitungan Proporsi Limbah B3:

Proporsi limbah B3 yang diolah adalah banyaknya limbah B3 yang
diolah dengan jenis pengolahan i dibagi dengan jumlah limbah B3
keseluruhan dikali dengan seratus persen, dinyatakan dengan satuan
persen (%).

Rumus:

Z:l LBBOi

Keterangan:

PLB3 = Proporsilimbah B3 yang diolah
LB3o; = Banyaknya limbah B3 yang diolah dengan jenis pengolahan i
JLB3 Jumlah limbah B3

Catatan:



Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Limbah B3, proses pengolahan limbah B3 bisa dilakukan
dengan cara: (a) termal; (b) stabilisasi dan solidifikasi; dan/atau (c)
cara lain sesuai perkembangan teknologi.

MANFAAT

Memantau pengelolaan limbah B3 serta upaya pengurangan sifat
bahaya dan/atau sifat racun dari limbah B3 dari hasil kegiatan industri.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Laporan Tahunan.

DISAGREGASI

1. Wilayah administrasi: nasional, provinsi, kabupaten/kota;
Jenis limbah sektor:

a. Industri manufaktur;

b. Agroindustri;

c. Pertambangan dan energi migas; dan

d. Prasarana jasa.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

r

Tahunan.

TARGET 12.5

Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur
ulang, dan penggunaan kembali.

INDIKATOR
12.5.1.(a) KONSEP DAN DEFINISI

Jumlah timbulan sampah

] Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang adalah jumlah timbulan
yang didaur ulang.

sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang
berbentuk padat (sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah
rumah tangga, dan sampah spesifik) yang melalui upaya pengurangan,
pembatasan dan pemanfaatan kembali. Jumlah timbulan yang didaur
ulang dihitung dari berbagai tempat daur ulang termasuk dari unit
recycle center (pusat daur ulang) skala kota yang sudah beroperasi.

METODE PERHITUNGAN




Cara Perhitungan:

Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang adalah banyaknya
timbulan sampah yang didaur ulang pada Provinsi ke-1 ditambah
dengan banyaknya timbulan sampah yang didaur ulang pada Provinsi
ke-2 ditambah dengan banyaknya timbulan sampah yang didaur ulang
pada Provinsi ke-n yang dinyatakan dengan satuan ton.

Rumus:
JSR = SR; + SR, + ...+ SR,

Keterangan:

JSR = Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang

SR; = Banyaknya timbulan sampah yang didaur ulang pada
Provinsi 1

SRz = Banyaknya timbulan sampah yang didaur ulang pada
Provinsi 2

SRn = Banyaknya timbulan sampah yang didaur ulang pada
Provinsin

MANFAAT

Memantau pengelolaan sampah yang didaur ulang guna mengurangi,
membatasi dan memanfaatkan kembali timbulan sampah, sebagai
upaya penerapan pola konsumsi dan produksi berkelanjutan.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Laporan Tahunan

Adipura Kabupaten/Kota.

Catatan:

1. Kompilasi timbulan sampah kabupaten/kota tiap provinsi dilakukan
oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

2. Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang merupakan jumlah
timbulan sampah yang didaur ulang pada recycle center (pusat daur
ulang) skala kota dan di tempat daur ulang lainnya.

DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional, provinsi, kabupaten/kota.



TARGET 12.6

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktek-
praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka

INDIKATOR
12.6.1.(a)

Jumlah perusahaan yang
menerapkan sertifikasi
SNI ISO 14001.

KONSEP DAN DEFINISI

SNI ISO 14001 adalah standar yang disepakati secara internasional
dalam menerapkan persyaratan untuk sistem manajemen lingkungan
(SML).

ISO 14001 merupakan sistem manajemen lingkungan vyang
mengendalikan seluruh aspek dampak lingkungan dengan mengacu
pada batas baku mutu yang telah ditetapkan. Pencapaian ISO 14001
dilaksanakan dengan memonitor dan mengukur terus menerus
perubahan lingkungan dan dampaknya dalam area kerja perusahaan
dengan melibatkan seluruh pelaku internal maupun eksternal
perusahaan.

Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001 adalah
jumlah perusahaan yang mengembangkan dan menerapkan kebijakan
dan mengelola aspek lingkungan berdasarkan Sistem Manajemen
Lingkungan (SML) yang mengacu pada standar nasional dan
internasional.

METODE PERHITUNGAN

Cara Perhitungan:

Jumlah perusahaan yang bersertifikat SNI ISO 14001 adalah banyaknya
perusahaan yang bersertifikat SNI ISO 14001 pada Provinsi ke-1
ditambah dengan banyaknya perusahaan yang bersertifikat SNI ISO
14001 pada Provinsi ke-2 ditambah dengan banyaknya perusahaan
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yang bersertifikat SNI ISO 14001 pada Provinsi ke-n yang dinyatakan
dengan satuan perusahaan.

Rumus:

JPS = PS; + PS, + ...+ PS,,

Keterangan:

JPS = Jumlah perusahaan yang bersertifikat SNI ISO 14001
PS; = Banyaknya perusahaan yang bersertifikat SNI ISO 14001 pada

Provinsi 1

PS; = Banyaknya perusahaan yang bersertifikat SNI ISO 14001 pada
Provinsi 2

PS, = Banyaknya perusahaan yang bersertifikat SNI ISO 14001 pada
Provinsin

MANFAAT

Memantau dan mendorong perusahaan guna mengembangkan dan
menerapkan kebijakan dan pengelolaan aspek lingkungan
berdasarkan SNI ISO 14001 yang dapat mendukung pengelolaan
perusahaan secara ramah lingkungan.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Laporan Tahunan.

DISAGREGASI

1. Wilayah administrasi: nasional, provinsi, kabupaten/kota;
2. Sektor.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

TARGET 12.7

Meningkatkan praktek pengadaan publik yang berkelanjutan, sesuai dengan kebijakan dan prioritas
nasional.
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INDIKATOR
12.7.1.(a)

Jumlah produk ramah
lingkungan yang
teregister

KONSEP DAN DEFINISI

Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister adalah jumlah
produk barang/jasa publik yang melalui pengadaan barang/jasa
publik ramah lingkungan yang teregister (Green Public Procurement,
GPP) untuk memperoleh produk barang/jasa ramah lingkungan yang
bermanfaat kepada lembaga/institusi/perusahaan dan masyarakat
serta manfaat ekonomi, dengan dampak lingkungan yang minimal.

METODE PERHITUNGAN

Cara Perhitungan:

Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister adalah banyaknya
produk ramah lingkungan teregister Kategori A ditambah dengan
banyaknya produk ramah lingkungan teregister Kategori B ditambah
dengan produk ramah lingkungan teregister Kategori n yang
dinyatakan dengan satuan produk ramah lingkungan.

Rumus:

JPRT = PRT, + PRT; + ... + PRT,

Keterangan:

JPRT = Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister

PRTx = Banyaknya produk ramah lingkungan teregister Kategori A
PRTs = Banyaknya produk ramah lingkungan teregister Kategori B
PRT, = Banyaknya produk ramah lingkungan teregister Kategori n

MANFAAT

Memantau dan mendorong lembaga/institusi/perusahaan dan
masyarakat untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa publik ramah
lingkungan yang teregister (Green Public Procurement, GPP) yang
dapat menghasilkan produk produk barang/jasa ramah lingkungan
yang bermanfaat secara ekonomi, dengan dampak lingkungan yang
minimal.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Laporan Tahunan
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TARGET 12.8

DISAGREGASI

1. Wilayah administrasi: nasional;
2. Jenis/kategori produk ramah lingkungan yang teregister.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan
kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam.

INDIKATOR
12.8.1.(a)

Jumlah fasilitas publik
yang menerapkan
Standar Pelayanan
Masyarakat (SPM) dan
teregister.

KONSEP DAN DEFINISI

Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) adalah standar vyang
direncanakan, dirumuskan, ditetapkan, diterapkan, dinilai
kesesuaianya, dibina dan diawasi, yang bertujuan untuk menyediakan
layanan bagi masyarakat di fasilitas publik dalam rangka peningkatan
kualitas lingkungan (Permen LHK Nomor
P.90/MENLHK/SETJEN/SET.1/11/2016 tentang Standar Pelayanan
Masyarakat pada Pos-Pos Fasilitas Publik dalam Rangka Peningkatan
Kualitas Lingkungan).

Fasilitas publik adalah fasilitas yang disediakan oleh pemerintah atau
swasta untuk masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya
(Permen LHK Nomor P.90/MENLHK/SETJEN/SET.1/11/2016).

Registrasi adalah rangkaian proses pendaftaran dan penilaian
pemenuhan persyaratan (Permen LHK Nomor
P.90/MENLHK/SETJEN/SET.1/11/2016).

Jumlah fasilitas publik yang menerapkan SPM dan teregister adalah
jumlah fasilitas publik yang menyediakan layanan bagi masyarakat
meliputi sarana, informasi, edukasi dan apresiasi dengan fokus konten
efisiensi pengelolaan sumber daya (energi, air dan material) dan
pelaksanaan pengelolaan sampah.
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METODE PERHITUNGAN

Cara Perhitungan:

Jumlah fasilitas publik yang menerapkan SPM dan teregister adalah
banyaknya fasilitas publik yang menerapkan SPM dan teregister
berdasarkan jenis fasilitas publik A ditambah dengan banyaknya
fasilitas publik yang menerapkan SPM dan teregister berdasarkan
jenis fasilitas publik B ditambah dengan fasilitas publik yang
menerapkan SPM dan teregister berdasarkan jenis fasilitas publik n
yang dinyatakan dengan satuan fasilitas publik.

Rumus:

JFST = FST, + FSTg + ... + FST,

Keterangan:

JEST = Jumlah fasilitas publik yang menerapkan SPM dan teregister
FSTx = Banyaknya fasilitas publik yang menerapkan SPM dan
teregister berdasarkan jenis fasilitas publik A

FSTz = Banyaknya fasilitas publik yang menerapkan SPM dan
teregister berdasarkan jenis fasilitas publik B

FST, = Banyaknya fasilitas publik yang menerapkan SPM dan
teregister berdasarkan jenis fasilitas publik n

MANFAAT

Memantau dan mendorong peningkatan jumlah fasilitas publik yang
menerapkan SPM dan teregister sehingga memberikan manfaat
peningkatan kualitas lingkungan hidup di tingkat tapak bagi seluruh
masyarakat melalui penyediaan sarana dan perubahan perilaku baik
bagi pengelola fasilitas publik maupun pengguna fasilitas publik.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Laporan Tahunan

DISAGREGASI

1. Wilayah administrasi: nasional, provinsi, kabupaten/kota;
2. Jenis fasilitas publik.



FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.
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